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BAB III
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Desa dan Fungsi Desa
1. Pengertian desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat  yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan
berada di daerah kabupaten.
Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan
sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu
wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur
fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar
unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.1
Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia
yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani
atau bercocok tanam.2
2. Fungsi Desa
Adapun fungsi dari desa sebagai berikut:
1R.Bintarto,Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.11
2N.Daldjoeni,Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44
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1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland
atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan
pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti
kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari
hewan.
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung
bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa
manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.
Potensi fisik desa meliputi antara lain:
1. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang
merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk
kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
4. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber
bahan makan dan sumber keuangan.
5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai
produsen.
Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:
1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat
merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas
dasar kerja sama dan saling pengertian.
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2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa
yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya
pemerintahan desa.3
Sehubungan dengan itu, untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari otonomi
daerah maka dilakukan pembagian terhadap daerah yang ada, yaitu terdiri dari
wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.Hal ini dimaksudkan agar dapat
memberikan pelayanan dan menampung aspirasi masyarakat secara maksimal.
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang seimbang secara
proporsional antara Pemerintah,  Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota,
maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan
pemerintahan antar tingkat pemerintahan.
Dalam memahami otonomi daerah, maka posisi pemerintah adalah pemegang
kewenangan subsidiaritas, yang hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi
dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses
pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangksan masyarakat yang berotonomi
itu memegang kewenangan totalitaritas, sebagai subyek dalam otonomi daerah.
Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur keberhasilan
implementasi kebijakan otonomi daerah adalah perimbangan peranan masyarakat
dan pemerintah  atas dasar dua jenis kewenangan tersebut. Walau sebegitu
luasnya kewenangan diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
3R. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.18
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tetapi jika tidak diikuti dengan penyerahan kewenangan itu kepada masyarakat,
maka esensi otonomi akan tidak tercapai.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga telah terjadi
pergeseran yang sangat fundamental dalam proses pemerintahan daerah, yakni
bergesernya posisi dan peran serta kewenangan antara pemerintah dan
masyarakat. Pemerintah yang dulu berada jauh dari masyarakat yang dilayani, kini
menjadi begitu dekat, kekuasaan yang dulu begitu jauh di pusat, kini menjadi
begitu dekat bahkan berada di tengah dan bersama masyarakat yang
membutuhkannya. Dengan demikian, mendekatkan kekuasaan kepada masyarakat
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan esensi utama
perubahan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan otonomi daerah.
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada
hakikatnya adalah:
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah
(pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur
dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah,
penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan
dan pertanggungjawaban daerah sendiri.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga
sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya
itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
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3. Daerah tindak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang
diserahkan kepadanya.
B. Pemerintah Daerah
Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengartikan pemerintah daerah
sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan
eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.4
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Sarundajang.5“Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi
logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai
kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.
Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal
4UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
5Krishna D. darumurti dan umbu rauta, otonomi daerah perkembangan pemikiran dan
pelaksanaan ( PT Citra Aditya Bakti, 2000) h 2-3.
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agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadapa kepentingan nasional maupun
terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya
pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk
berhubungan langsung dengan pemimpinya dan sebaliknya pimpinan daerah akan
memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah,
kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan
keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi
yang relatif  homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan
yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang
dominan diwilayah tertentu.6
Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari
percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara
Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa:
“ Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik”
Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara
repuderasiblik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945
dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan
bukan berbentuk federasi (serikat.Dengan demikian, adanya daerah yang
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
(otonomi daerah).Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara
berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1
6Ibid, h. 3
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ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut
dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan
mengatakan, bahwa: “Oleh  karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkunganya yang bersifat
staat juga”
Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas
pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18
undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah”
dengan isi pasalnya, sebagai berikut:
“  pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang
dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”
Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatan: “di
daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechts-gameenschappen)
atau bersifat daerah administratif belaka”. Dengan demikian, apa yang dikatan
sebagai daerah otonom oleh pasal 18 undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan
sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di
samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud
dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat
istimewa, seperti desa di jawa dan bali, nagari di minang kabau, dusun dan marga
di Palembang, dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam
penjelasan dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 disebut  zelfbesturende
landschappen dan volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan
jumlahnya di Indonesia lenih kurang 500 (lima ratus) daerah.
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Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945
tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa Negara Republik Indonesia
adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan
salah satu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para
pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai negara
kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya
urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan
pemerintahan yang lebih kecil, atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik
pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pusat
dan daerah.7
Selanjutnya implementasi dari Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut
di atas, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang  No. 32
Tahun 2004 dinyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah
Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena
negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang
tentang Pemerintah Daerah juga menghendakinya.
7Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.2
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Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata
mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada
daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam
pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai
satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian
dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri
yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna,
adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran,
dan sebagainya). 8
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan
dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan,
bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
8Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), h.9
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e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan.
g. Penanggulangan masalah social.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan.
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
p.Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada
pemerintah daerah tersebut tentunya sudah pasti harus sampai ke daerah
pedesaan, karena ujung tombak pembangunan itu ada di pedesaan.Oleh karena
itu semua program pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan, agar
pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua pihak.
C.Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas,
yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual, lahiriah
maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah pembangunan yang
dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dan
pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi.
Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah
yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun
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dekonsentrasi.Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum tentu
dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa
keadilan berdasarkan potensi daerah.
Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di
antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di
dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu
menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi
keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di
seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.
Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara
seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas
wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain.Sehingga memungkinkan daerah
melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya
sendiri.
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Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.32 Tahun
2004, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang
demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan
pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan
daerah.9
Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada
pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.32 Tahun
2004). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah
mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
9 M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju,
Bandung, 2000, hlm.53
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k. Melestarikan lingkungan hidup.
l. Mengelola administrasi kependudukan
m. Melestarikan nilai sosial budaya.
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan
o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 22
UU No.32 Tahun 2004).
Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah
otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif
Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di
daerahnya.
Dari ketentuan dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan
pemberian otonomi daerah dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat
dilaksanakan secara berkeadilan, sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat
setempat, yang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah,
dengan terus menggali potensi daerahnya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemberian
otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan
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peran serta masyarakat.Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah.Aspek hubungan wewenang memeprhatikan kekhususan dan keragaman
daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.Aspek hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.Di samping itu, perlu diperhatikan
pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perubahan UU No.22 Tahun 1999, di samping karena adanya perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga
memperhatikan beberapa ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti Tap MPR
No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, dan Tap MPR No.VI/MPR/2002 tentang Rekomendari Atas
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA,DPR,BPK, dan MA
pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, dan Keputusan MPR RI
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No:5/MPR/2003  tentang Penugasan Kepada MPR RI untuk Menyampaikan
Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK
dan MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.
Dalam melakukan perubahan undang-undang, diperhatikan berbagai
undang-undang yang terkait di bidang politik di antaranya UU No.12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No.22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No.23 Tahun
2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga diperhatikan
undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu UU No.17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa,
dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggungjawab.Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa
untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,
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wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk
tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu
sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang
bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya
untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
